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BUPATI KEEROM

KREPLITUSAN BUPATI KEEROM
NOMCR 57 TAMUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMA 2

YAYASAN PENDIDIKAM [SLAM [(YAPIS] KEERQM

a,

1.

BUPAT! KEEROM,

bahwa Yayasan Pendidikan lslam adalah Mitra Pemerintan
Daerah daiam pelaksanaan Fada Pembangunan Bidang
Pendidikan  sehingga  tuiuan pendidican  dapat
herjalanft:erlangsung S¢sual  dengan tujuan Pendidikan
MNasional di Wilayah Kabupaten Kegrom:

Cahwa keikutsertaan dan Peran masyararal lewal Yayasan
Pendigikan fsiam Kabupaten Keerom terhadap pengelolzan
oan  penyelenggaraan Pendidikan perly mendapat ijin
Pemerintah Dasrah:

bahwa untuk maksud terssbyt paga huruf & dan huruf b
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Namor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Frepinsi Otonarn  Irian Barat dan Habupater'.-ﬂ'abupace.w
Crenaom di Froginsi Irign Barar ({Lemparan Negars Kepubtix
Indonasia Tahun 1569 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 25071

Ungang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Orancmi
Whusus Bagi Broving! Fapua (Lembaran Megara Republik
Indonesiz Nomeor 135, Tambahan Lembaran Megara Reoublik
indonesia Mormor 4151) sebagaimana telah diubay dengan
:.ln-::lﬂng-u.':dang Nomar 33 Tahun 2008 (Lembaran Negarz
Republik Indanesia Takun 2008 Nomor 112);

unoang-Undang. Nomor 15 Tanun 2001 Lentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Womor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132);

. Urdang-Undang Nomar 26 Tahun 2002 tentang Pembentuk

Kabupaten sarml, Kabupaten Raje  Ampat, Habupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukima, Kabupaten
Tollkara, Kaoupalsn Warapen, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmar,
Rabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama gt
Provingl Papla (Lembaran Megara Repubiik Indonesia Takun
2002 Nomor 129, Tambakan Lembaran Negarz Republik
indonesia Momor 4245 18



6.

12.
13.

14,

15.

18,

Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor® 78, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesta Noemor 4301 J;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentans Peribahan
atas Undang-Undang Republik Indonesta Nemor 116 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Wegara Republik Indonesia
Tehun 2004 Nomer 115, Tambahan Lembaran Megara
republik indonesia Nomor 4430;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republilt|indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Mamor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomar 41, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4853 );

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 entang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1008 Nomer 91, Tambahan Lembaran Megara Republix
Indonesia Nomor 4884);

JPeraturan  Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang

Yayasan;

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomsr &6 Tahun

2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 200 tentang Fengelolaan dan Penyelengmaraan
Pendidixan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesis
Nomer 5105);

Peraturan Daerzh Frovinsi Papua Nomer 5 Tahun 2006
tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2008 tentang
Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadl rewenangan
Pemerintah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupater
Keerom Tahun 2008 Komor 31);

Peraturan Dagrah Kabupaten Keeram Nomor 13 Tahun 2006
tentang Susunan Organlsast dan Tatz Herja Ferangkat
sekretariat Daersh dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
(Lembaran Deerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor
241,

Peraturan Daerah Wabupaten Keerom Nomer t4 Tahun 2005
tentang Susunan Organisasi dan Tats Merie Dinas-Dinas
Daerah (Lembaran Daeran Kabupaten Keerom Tahun 2009
Namor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Momor 1 Tahun 3044
Lentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Kacupaten
Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Kesrom Tahun 2011
Nomeor 63}
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MEMUTUSKAN 5

KEFUTUSAN BUPATI KEEROM TENTANG PEMBERIAN IZIN
CPERASIONAL “SMA 2 YAYASAN PENDIDIKAN  ISLAM (YAPIS)
KEERTM,

Memberikan [jin pendirian dan pengoperasian pendidikan
setingkat SMA kepadz SMA Z YAPIS Keerom:

Calam Pengelolaan dan Penyelenggarazn satuan pendidikan
sebagaiman tersebut pada Diktum KESATU berpedoman pada
Peraturan Perundang-Undangan bidang Pendidikan balk yang
dikeluarkan olen Pemerintah maupun Pemerintah Deerah:

Weputusan int berlaky sejak tanegal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini zkan diadakan perbaikan kembali,

Ditetapxan di Arso
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI KEEROM,
CAPITTD
YUSUF WALLY, SE, MM

Untuk Salinan yang sah, sesual dengen astinya,
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DAERAH KABUPATEN KEEROM
GIAN HUKUM DAN
NG -UNDANGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

EFO Ll B Lol Pl i

Guiernur Provins! Papua di Jayapura;

Ketua DPRD Kabupaten Kesrom di Arso;

Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom dl Arso:
Kepala Bappeda Kabupaten Keerom di Arso:

inspektur Kabupaten Kezrom di Arso;

fang bersangkutan untuk dipedoman,
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS)
CABANG KABUPATEN KEROM
Sekretariat - Jin. Poros ARSO 3, Distrik Skanto, Kab. Keerom, Prov Papua

KEPUTUSAN
NOMOR: 073/C/YAPIS-KEEROM/X11/2011
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMA 2 YAPIS KEEROM

a. Bahwn dalam rangke meningkatkan sumber daya manusia dan membanto
masyarakat yang sibuk bekerja untuk menitipkan putre-putrinye di usia dini maka
dipandang perlu menetapkan, memberikan ijin dan tempat operusional SMA 2
Y APIS Keerom.

b. Untuk memperlancar kegiatan dimaksud maka periu ditetapkan dengan Surat
Keputusan

. Peraturan Pemenintah No. 29 Tahun 1990

. PP Nomor 25 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah

. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YAPIS Papua tabun 2001 yang
telah diubah dan di »

. Hasil Keputusan Musyawarah Kenja (MUKER) VII YAPIS Papua Tanggal 2001

. Haml Keputusan Musvawarah Kera (MUKER) | Yapis Cabang Keerom
Tanggal 17/12/2009

MEMUTUSKAN

Bk ol s

e

. Membernikan 1jin operasional dan tempat / fasilitas untuk menyelenggarakan Sekolah

Menengah Atas (SMA) 2 YAPIS Keerom yang lokasinva di Arso X Distrik Arso
Keerom

SMA 2 YAPIS Keerom diwajibkan melaksanakan kurikulum vang telah ditetapkan
MenDikNas No. 20 Tahun 2003 dan mentaati semun peraturan vang berlaku dan
petunjuk — petunjuk resmi lamnys dar pemenntah maupun dan yayvasan

. Hal - hal vang belum dintur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan tersendin

- Keputusan ini berlaku sejak ditetnpkan dan akan ditinjau kembali apabila ads
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Diitetapkan di Keerom
Pada Taugg.l 22 Juli 2011

Ketua Umum

Tembusan Yth, 1. Ketua Pengurus Yapis Pusat Papua di lelpmi.

2. Bupati Kabupaten Keerom di keerom
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Keerom di keerom
4 Ketua Yapis Ranting ARSO X di ARSO X

5. Kepala Kampung ARSO X di ARSO X
6. Arsip.



